REPUBLIK INDONESIA

No. 30, 2020 KEMENKES. Institusi Penerima Waji

Penyelenggaraan.

b Lapor.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk menjamin hak pecandu, penyalahguna, dan
korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan
bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi
yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang
dihadapinya, pecandu, penyalahguna, dan korban
penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi
medis yang didahului dengan proses wajib lapor;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3),
Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Wajib Lapor Pecandu Narkotika, perlu mengatur
pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi
pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan
Narkotika;

bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor
dan Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika sudah tidak sesuai
dengan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan wajib

lapor dan rehabilitasi medis serta perkembangan hukum;
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Mengingat

Menetapkan

—_

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5211);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya
disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat,
rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang
ditunjuk oleh pemerintah.

2. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang
dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup
umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali
dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada
institusi penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi
medis.

3. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan
pengobatan secara terpadu untuk membebaskan
pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan
Narkotika dari ketergantungan Narkotika.

4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun
semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam
golongan-golongan.

S. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2
Pengaturan  penyelenggaraan IPWL  bertujuan untuk
memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah
daerah, IPWL, dan pecandu Narkotika yang datang secara
sukarela, dalam proses penyidikan, penuntutan atau
persidangan, maupun yang telah mendapatkan
penetapan/putusan pengadilan, dalam penyelenggaraan

pelayanan di IPWL.
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BAB II
PENETAPAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR

Pasal 3

Menteri menetapkan pusat kesehatan masyarakat,
rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis sebagai
IPWL.

lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa klinik pratama, klinik utama, atau
lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi
pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan

Narkotika.

Pasal 4

Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, pusat kesehatan

masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik

utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus
memenuhi syarat:

a. memiliki izin operasional yang berlaku sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,;

b. ketenagaan;

c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi
Medis Narkotika;

d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau
rawat inap yang memenuhi standar pelayanan
rehabilitasi Narkotika.

Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dokter dan

perawat yang terlatih di bidang gangguan penggunaan

Narkotika.

Dalam hal IPWL menyelenggarakan Rehabilitasi Medis

berupa terapi rumatan, wajib memiliki apoteker.

Dalam hal IPWL yang menyelenggarakan terapi rumatan

belum dapat memenuhi tenaga apoteker sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), IPWL wajib bekerja sama dengan
dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki

apoteker.
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Pelayanan  terapi Rehabilitasi Medis  Narkotika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
pelayanan gawat darurat, manajemen putus zat, rawat
jalan rumatan, penapisan dan pengkajian, intervensi
psikososial, rehabilitasi rawat inap, komorbiditas fisik,
dual diagnosis/komorbid psikiatrik, dan/atau wuji

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Standar fasilitas pelayanan rawat jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. memiliki ruang periksa dan intervensi psikososial;

b. memiliki program rawat jalan berupa layanan
simtomatik dan intervensi psikososial sederhana;
dan

c. memiliki standar prosedur operasional untuk
layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat jalan.

Standar fasilitas pelayanan rawat inap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. terdapat tempat tidur untuk perawatan;

b. memiliki program Rehabilitasi Medis Narkotika rawat
inap;

c. memiliki standar prosedur operasional untuk
layanan Rehabilitasi Medis Narkotika rawat inap;
dan

d. memiliki standar keamanan minimal.

Standar keamanan minimal sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf d meliputi:

a. pencatatan pengunjung yang masuk dan keluar;

b. pemeriksaan fisik dan barang bawaan setiap masuk
layanan agar tidak membawa Narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan benda
tajam ke dalam IPWL;

c. standar prosedur operasional bagi petugas penjaga
keamanan; dan

d. sarana dan prasarana yang aman agar pasien
terhindar dari kemungkinan melukai dirinya sendiri,

melukai orang lain, dan melarikan diri.
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